
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum
kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal badan usaha
milik negara berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 =
Political development of public finance law about legal status of
separated state's property in paid up capital of state owned enterprise
based on government regulation number 72 year 2016
Zulfa Nazwa, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=20474360&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Skripsi ini membahas mengenai perkembangan politik hukum keuangan negara mengenai status hukum

kekayaan negara yang dipisahkan pada penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara BUMN berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan

Perseroan Terbatas. Berbagai produk hukum, mulai dari konstitusi, peraturan perundang-undangan, produk

hukum pengadilan, sampai doktrin menyatakan pemahaman yang berbeda mengenai pengertian dan ruang

lingkup keuangan negara, khususnya terkait status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN.

Lahirnya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur mengenai holding BUMN menimbulkan permasalahan

baru dengan menegaskan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN bertransformasi menjadi

kekayaan BUMN.

Skripsi ini mengkaji secara normatif mengenai perbedaan pemahaman mengenai status hukum kekayaan

negara yang dipisahkan pada penyertaan modal BUMN dan dampak dari daya ikat PP Nomor 72 Tahun

2016 terhadap perkembangan BUMN di Indonesia. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat

perbedaan pada pengertian dan ruang lingkup keuangan negara di Indonesia mengenai status hukum

kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Dengan

adanya PP Nomor 72 Tahun 2016 yang mengatur ketentuan berbeda, dapat berimplikasi pada terhambatnya

pelaksanaan holding BUMN di Indonesia. Sehingga perlu untuk melakukan sinkronisasi peraturan yang

terkait dengan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, khususnya mengenai status hukum kekayaan

BUMN.

<hr><i>This thesis discusses about the political development of public finance law regarding legal status of

separated states property in paid up capital of state owned enterprises SOE based on Government Regulation

Number 72 Year 2016 about Amendment of Government Regulation Number 44 Year 2005 about

Procedures for the Investment and Administration of State Capital in State Owned Enterprises and Limited

Liability Companies. Various Indonesian legal products, ranging from constitution, law, verdict, and

doctrine state different understandings in the definition and scope of public finance, especially regarding

legal status of separated states property in SOE. With GR Number 72 Year 2016 that regulates about

holding of SOE, comes new misunderstanding by stating that separated states property in SOE will

transform into SOEs property.

This thesis attempts to do normative research about the differences in understanding legal status of separated

states property in SOE and the impact of implementation of GR Number 72 Year 2016 for the development

of Indonesian SOE. The result of this research shows that there is diversity in defining definition and scope
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of public finance in Indonesia that can cause legal uncertainty. The different regulation as stated in GR

Number 72 Year 2016 and many other regulations may imply in hampered execution of holding of SOE. So

it is urgently needed to synchronize related law in public finance sector, especially about legal status of

SOEs property.</i>


